BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

51  Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan program Praktek
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di apotek Anugerah
antara lain :

1. Melatih calon Apoteker untuk dapat meningkatkan pemahaman
mengenai peran, fungsi, tanggung jawab, serta ruang lingkup kerja
Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Apotek.

2. Melatih calon Apoteker untuk dapat melaksanakan kegiatan
kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku di Apotek.

3. Melatih calon Apoteker untuk dapat memperoleh gambaran nyata
mengenai berbagai kendala dan situasi yang terjadi dalam pelaksanaan
pelayanan kefarmasian di Apotek.

4. Melatih calon Apoteker untuk dapat mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, sikap profesional, serta pengalaman praktik sehingga

mampu memberikan pelayanan kefarmasian yang optimal di Apotek.

52  Saran
Saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan Praktik Kerja
Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Anugerah, yaitu:

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan memiliki rasa ingin tahu yang
tinggi serta semangat belajar yang kuat untuk memahami berbagai
sistem pelayanan kefarmasian yang diterapkan di apotek.

2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mampu memperdalam

keterampilan komunikasi yang efektif, baik dengan pasien maupun
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tenaga kesehatan lainnya, serta memiliki pemahaman yang memadai
mengenai obat-obatan schingga dapat menyampaikan informasi

kepada pasien secara tepat, jelas, dan akurat.
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